BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Pelaksanaan perkawinan ngalor-ngulon di Desa Maliran Kecamatan
Ponggok Kabupaten Blitar dilakukan dengan beberapa tahapan
diantaranya: 1) Keluarga perempuan datang mengunjungi rumah
keluarga laki-laki yang akan dinikahi yaitu menanyakan dan sekaligus
memastikan apakah benar ada hubungan antara perempuan dan laki-laki
(kedua putra dan putri mereka), 2) Diangkat anak oleh keluarga salah
satu pihak, 3) Mensiasati jalur yang akan dilewati yaitu arah jalan yang
biasanya dilalui salah satu mempelai harus belok arah agar tidak lurus
mengarang ke ngalor-ngulon hal ini pun diyakini bisa sebagai tolak
balak, 4) Pelaksanaan perkawinan yaitu akad nikah atau ijab gabul, akad
nikah disini tidak ada yang berbeda, akad nikah dilangsungkan sesuai
dengan syarat dan rukun nikah diantaranya: mempelai pria dan wanita,
wali nikah, dua saksi, ijab dan gabul. Pelaksanaan akad nikah dan
walimah kebanyakan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan.
Dihadiri dan disaksikan oleh masyaratakat (tamu undangan) dan juga
kerabat para mempelai.

Faktor penyebab dilarangnya perkawinan ngalor-ngulon di Desa Maliran
Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yaitu munculnya hal-hal yang

tidak diinginkan terjadi pada pelaku. Masyarakat percaya jika pernikahan
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tersebut tetap dilaksanakan, maka yang bersangkutan akan mendapat
akibat buruk yaitu akan timbul dampak atau hal yang negatif seperti:
keluarga tidak harmonis, sering mendapat musibah, sulit dalam hal
rezeki, kematian dalam keberlangsungan perkawinannya maka dari itu
perkawinan ini sangat dilarang di Desa Maliran, sedangkan dampak
positif dari tidak melakukannya tahapan dalam pelaksanaan tradisi
perkawinan ini karena pasanganan dan keluarganya menganggap semua
musibah yang muncul setelah perkawinan berlangsung merupakan
kehendak Allah.

Tinjauan hukum Islam terhadap adat larangan perkawinan ngalor-ngulon
di Desa Maliran Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yaitu pandangan
Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) menolak tradisi yang bertentangan dengan
syariat Islam, dengan alasan tidak ada larangan ngalor-ngulon dalam
aturan al-Quran. Pandangan Tokoh Muhammadiyah mengenai hukum
Islam terhadap adat larangan perkawinan ngalor-ngulon bahwa Ulama
Muhammadiyah dengan jelas menolak tradisi yang bertentangan dengan
syariat Islam, dengan alasan sangat tidak dibenarkan karena tidak ada
dasar hukumnya dalam Islam hanya sebagai mitos belaka. Tidak boleh
mempercayai atau mengikuti sesuatu diluar syariat, jadi dengan adanya

dasar di atas tidak boleh menyalahi takdir atau kehendak Allah.
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B. Saran
Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, perlu kiranya peneliti
memberikan beberapa masukan atau saran terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang
benar pada masyarakat untuk memahami pentingnya pemahaman agama
Islam secara utuh sehingga mengetahui bagaimana fikih munakahat
mengatur kehidupan masyarakat dalam hal pernikahan.

2. Diharapkan bagi pembaca lebih bijaksana dalam menilai dan mengikuti
adat yang ada, sebab larangan pernikahan dalam adat tidak semuanya
sejalan dengan aturan yang ada dalam hukum Islam.

3. Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai petunjuk, arahan dan
masukan bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan hasil penelitian
ini, khususnya tentang larangan adat perkawinan ngalor-ngulon
perspektif Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Desa Maliran

Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.



